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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 28 TAHUN 2001 :

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemerintah  dan
pemyelengaraan agar berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai
pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang
Pembentukan Dan Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan. ;
b. bahwa schubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan
suatu peraturan Daerah .

Mengingat  : .1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan;Daerah

Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil ;

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839 );

4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten..

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASSI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL




a.
b.

C.

4 ‘ BAB i
£ BOTTINTULN AU
' Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang diumaksud dengan ;

Bupati adalah Bupati Acch Stinghil;

DPRD adalah DPRD I’\"abupatcn Acch Singll;

Relurahan adalah  Wilayah kerja luralt scbagai Perangkat Dacrah  Kabupaten dibawah
Kecamatan; :

Pembeniukan Kclurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau di dalam
Wialayah Kelurahan yang fclah ada, melalui Pemecahan, peuggabungan dan atau penata
kelurahan;

Pemecahan Kclurahan adalah tindakan mengadakan  kelurahan baru di dalam wilayah
kelurahan yang (clah ada;

Penggabungan Kclurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan
baru; -

Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;

Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di Tuar wilayah kelurahan
yang ata, melalui status Desa menjadi Kelurahan;

Lingkungan adalah bagian  Wilayah  kelurahan yang merupakan  lingkungan  kerja
pelaksdnaan Pemerintahan Kelurahan,

i BABII
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Wewenang Pembentukan
Pasal 2

Tujuan  Pembentukan Kelurahan adalah untuk  meningkatkan kemampuan  kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan sceara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan
pelayanan terhadap masvarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan,

Kelurahan dibentuk dengan Kepulusan Bupati sctelah mendapat persetiyuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daeral atau usul Keuchik/Kepala Kampong.

Usul Keuchil/ Kepala Nampong scbagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada
Bupat.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota
Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentulan
Pasal 3

Dalam Pembentukan Keluraban harus memenuhi svarat-syaral dan memperhatikan - faktor-
faktor scbagai berikut '

a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2500 jiwva atau 500 KK dan schanyak-banyaknya
20.000 jiwa atau 4000 K.

b. Faktor luas wilayah yaitu mampu - dijangkau sceara berdava guna dalam rangka
pelavanan masyarakat: :

¢. Faktor letak  vaitu komunikasi, transportasi  dan Jarak  dengan  pusal kegiatan
Pemenniahan dan Pusat-pusat pembangunan;

d. Faitor prasarana, vain perhubungan, pemasaran sosial dan prasrana pisik pemerintahan:



) ' BAB i
£ BOCTENTUAN UATUAT
, Pasal 1

Dalam Peraturan Dacral ini vang dimaksud dengan

(1)

(2)

(3

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

DPRD adalah DPRD Kabupaten Acch Singlkl;

Kelurahan adalah  Wilayah kerja larah scbagai Perangkat Daerah Kabupaten  dibawalh
Kecamatan; .

Pembeniukan Kclurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau dj dalam
Wialayah Kelurahan yang fclah ada, melalui Pemecahan, penggabungan dan alau penata
kelurahan; !

Pemecahan Keclurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan bama di dalam wilayah
kelurahan yang telah ada;

Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan
baru; -

Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;

Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan bary di oar wilayah keluraban
yang atla, melalui status Desa menjadi Kelurahan;

Lingkungan adalah  bagjan Wilayah  kelurahan  yang merupakan  tingkungan  kerja
pelaksdnaan Pemerintahan Kelurahan.

5 BAB II

! PEMBENTUKAN
Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentulan

Pasal 2

Tujuan  Pembentukan  Kelurahan  adalah untuk  meningkatkan kemampuan  kegiatan
‘penyelenggaraan Pemerintahan sccara berdaya guna dan berhasil guna serla meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. '
Kelurahan dibentuk  dengan Keputusan Bupali setelah mendapat  persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah atau usul Reuchil/Kepala Kampong,

Usul Keuchik/ Kepala Nampong scbagaimana dimaksud ayat (2) melalui Camat kepada
Bupau.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dan (2) dapat dibentuk dalam Ibukota
Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kedua
Syarat-syarut Pembentulan
Pasal 3

Dalama Pembentukan Kelurahan harus memenuhi svarat-syaral dan memperhatikan - (aktor-
faklor scbagai berikut : '

a. Taktor Penduduk, sedikil-dikilnya 2500 jiwva atau 500 KK dan scbanyak-banyaknya
20.000 jiwa atau 4000 KI.

b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkan  sccara berdava guna  dalam raneka
pelavanan masyarakat; :

¢. Faktor Ietak  yaitu komunikasi, transportasi  dan jarak dengan  pusal kegiatan
Pemeniniahan dan Pusat-pusat pembangunan:

d. Falaer prasarena. vaiu perhubungan, pemasaran sosial din prasrana pisik pemerintahan:



¢,
'

Faksor kehidupan masvarakar, mata pencahanian das ciricin Lehidupan masvarakai:
- Iaktor Sosial Budava auu Apanna dan Adat Istiadai,

—

Kelurahan dibentuk dengan menperhatikan dengan ciri-cin sifat masyarakal anlara lain :

a.  Majemuk:;

b, Lebih dinamis:

¢. Sensitil dan krilis ;

d. Dukungan sosial ckonominya mavoritas tclah terpengaruh oleh kehidupan kota,

Bagian Ketiga
g g ‘
Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 4

Didalam Keputusan Bupali, tentang, Pombentukan Kelurahan harus discbutkan nama, juimlah
penduduk Juas wilayah dan batas-batas wilayah Kelurahan dibentuk.
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Pasal 5

Untuk mempetlancar Jalannya Pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk
beberapa lingkungan scbagaimana dimaksud di dalam pasal 1.

Jumlah Lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah
dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB 111
PEMBENTUKA N, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHA N
Pasal 6

Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk
maksimal dan  dengan pertimbangan-pertimbangan  teknis pemenntahan dan pelayanan
tethadap masyarakat dmwungkinkan untuk dipecah,

Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat
bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasat 3 ayat (1) dan (2).

Pemecahan kelurahan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas ususl Lurah
melalui Camat dan dengan dimintakan persctujuan DPRD.

Usul Lurah dan Camat dimaksud aval (3) atas persclujuan DPRD, Bupati menerbitkan
keputusan mengenai Pengesahan Relurahan,

Pasal 7

Kelurahan yang karcna perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat scbagaimana
dimaksud pasal 3 ayal (1) dan (2) dimungkinkan untulk dihapuskan dan penggabungan
setclah dimusyawarahkan dengan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Penghapusan dan penggabungan  Kelurahan  dilakukan dengan Keputusan Bupat
berdasarkan atas usul Cama.

Usul Camat dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian eempat
Perubahan Nampong menjadi Kelurahan
Pasal 8

Kampong-kampong diwilayah  Ibukota Kabupaten  dan  Ibukota Kecamatan dengan
memperhatikan persyvaratan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk. Potensi dan Kondisi Sosial
Budays a:as prakara masvarakat dapat dibentuk meniadi Lelurahan,




(2) Pembentukan  Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam ayat {I) diusulkan
Pemerintahan Kampung atas Persetujuan BPK kepada Bupati dengan Tembusan
Camat )

3) U§1,ll perubahan kampung menjadi Kelurahan atas Persetujuan DPRD ditetapkan
dergan keputusan Bupati.

L

Pasal 9

Dengan di tetapkan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8,
kewenangan berubah  menjadi kewengan wilayah kerja sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Dacrah i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
int dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di  : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001
BUPAT] ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Junt 2001 Seri C Nomor. 6 Tahun 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN é
ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang  mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkandi : Singkil
Pada tanggal : 23 Jumi 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL
- Cap /Dto

MAKMURSYAH PUTRA.




